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HUKUM RESPONSIF :
INTERRELASI HUKUM DAN DUNIA SOSIAL

Oleh :

Yoan Nursari Simanjuntak

Abstract

Legal synthesis and social world are not only words expression, but they have becorne a reality that
cannot be avoided. Types of law that autonomous and repressive in other case unability act as bridge
for varities of legal problem. A good regulation really perceptive to varieties of necessity and social
aspiration. Nonet-Selznick mention law like this as legal responsive. The relation of law and societies
social world have become g must that cannot be left.

Abstrak

Sintesa hukum dan dunia sosial bukan lagi sekedar sebuah wacana, melainkan telah menjadi suatu
realita yang tak terelakkan. Model hukum yang otonom atau represif dalam banyak hal tidak mampu
menjembatani berbagai problema hukum. Aturan hukum yang baik semestinya tanggap terhadap
berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial. Nonet-Selznick menyebut hukum yang seperti ini sebagai
hukum responsif. Keterkaitan hukum dan dunia sosial masyarakat menjadi suatu keharusan yang tidak

dapat ditinggalkan.

Kata kunci: sintesa, responsif, partisipatoris

Hukum yang baik seharusnya mem-
berikan sesuatu yang lebih daripada se-
kedar prosedur hukum. Di samping harus
kompeten, adil, juga harus mampu me-
ngenali keinginan publik dan punya komit-
men terhadap tercapainya keadilan subs-
tantif. Namun demikian, saat ini banyak
produk perundang-undangan yang tidak
mencerminkan aspirasi rakyat karena telah
dibuat sepihak secara fop-down dan de-
duktif.

Pada berbagai sistem hukum dewasa
ini, penyelenggaraan hukum diorientasikan
pada keutamaan sistemik-logik, artinya per-
aturan-peraturan hukum dijadikan sebagai
pedoman yang semesta, dan dijabarkan
secara logis menurut metode formal-dog-
matis oleh para pelaksana hukum dalam
bentuk keputusan-keputusan hukum.

Dalam banyak hal, UU yang telah
diberlakukan tidak berhasil mencapai tujuan
yang diinginkan karena kurang direspon
atau bahkan diabaikan sama sekali oleh
masyarakat. Pemikiran yang muncul kemu-
dian, aturan hukum yang bagaimanakah
yang seharusnya dibuat ?

Hukum Responsif: Hukum yang Parti-
sipatoris

Hukum responsif merupakan sebuah
model yang bersifat sociological jurispru-

dence, yaitu pendekatan filosofis terhadap
hukum yang menekankan pada upaya
rancang-bangun hukum yang relevan se-
cara sosial. (Rafael Don Bosco, 2003:59).
Dengan kata lain, sociological jurisprudence
merupakan ilmu hukum yang menggunakan
pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi
perhatian pada dampak sosial yang nyata
dari institusi, doktrin, dan praktik hukum.
Sebuah aturan hukum dikatakan responsif
apabita hukum bertindak sebagai sarana
respons terhadap ketentuan-ketentuan so-
sial dan aspirasi publik. Sesuai dengan si-
fatnya yang terbuka, tipe hukum ini menge-
depankan akomodasi untuk menerima pe-
rubahan-perubahan sosial demi mencapai
keadilan dan emansipasi publik.

Dalam pandangan Nonet-Selznick,
hukum responsif merupakan program dari
sociological jurisprudence dan realist juris-
prudence. (Philippe Nonet & Philip Selznick,
1978:115)

Cua doktrin tersebut memang dimak-
sudkankan sebagai sebuah seruan untuk
kajian hukum yang iebih empirik dengan
fokus pada batas formalisme, perluasan
pengetahuan hukum, dan peran kebijakan
dalam putusan hukum. (Philippe Nonel &
Philip Selznick, 1978:115)
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